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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 14.ZTAHUN 2007
TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENG/N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

. pahwa produk hukum daerah adalah merupakan salah satu

bentuk kebijakan Daersh dalam penyelenggaraan petayanan
pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan:

- bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan kebijakan

produk  hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman
mekanisme secara ferpadu dan terkoordinas sebagai acuan atau
ketentuan bagl satuan kerja perangkat dasrah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b 4i atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Bekasl tentang Mekanisme Panyusunan Produk Hukum  di
Lingkungan Pemerintan Kabupaten Bakasi.

. Undang-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daersh-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propingl Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950);

. Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembeniukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Momaor 53, Tambahar Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomar 4385);

- Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Permerintanan

Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 125, Tambahan Lembaran Megara Fepublik Indonesia
MNomor 4437} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomar 108
Tambahan Lembaran Nagara Repubiik indanesia Nomar 4548}



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsl, dan Pamerintahan Daeral:
Kabupaten/Fota (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun
2007 MNomeor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 4737);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomaor 1 Tahun 2007

temiang Pangesshan, Pengundangan dan Penyebarluasar
Peraturan Perundang-undangan;

. Perawran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 16 Tahun 2008 tentano

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Dasrah-

- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tshun 2004

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dasran Kabupater
Bekasi (Lembaran Daersh Kabupaten Bekasi Tahun 2004
MNomor 3 Serl D);

10.Peraturan Bupati Bekasi Momor 16 Tahun 2005 tentang Tala

Naskah Diras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bakasi

MEMUTUS KAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN

PRDD;IJI{ HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BEKA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perawran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bekasi dan Perangkat Dasrah sebagai unsur
panyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sslanjutnya disebut OPRD. adalah DPRD
Kabupaten Bekasi,



10,

g

12.

13.

14,

1a.

16,

17-

Produk hukum daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Daerah dalam
rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

Mekanisme penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan
penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampal  dengan

panatapan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk cleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serla

merupakan penjabaran lebih lanjul dar peraturan perundang-undangan yang
labih tinggi.

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bupati,

Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang dibuat dan

dikeluarkan antara dua kepala daerah alau lebih dalam penyelenggaraan
pemerintah daesrah.

Keputusan Bupati adalah kebijskan kepala dasrah untuk mengatur mengenai

penyelenggaraan  tugas-tugas  pamerintahan yang bersifat penetapan
(heschiking).

Keputusan Bersama Kepala Daersh adalah keputusan kepala daerah yang
mengatur kesepakatan bersama antara dua kepala daerah atau lebih dalam

penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan  yang  bersifat penetapan
{beschiking).

Instruksi Bupati adalah instruksi atau perintah yang dibuat dan dilkeluarkan oleh
Bupati dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,

Tim Antarsatuan kerjs Perangkat Daerah adalah tim yang dibentuk dalam rangka
penyusunan rancangan produk hukum daarah,

Tim Asistensi adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan pembahasan
rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Otentifikasi adalah Jpaya peningkatan proses pembuatan praduk hukum dan
pendokumen:asian yang =ah, asl dan dapat dipercaya

Satuan Kerja Perang cat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur
pembantu Kepala Dasrah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah. Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan,

Unit pemrakarsa adalah SKPD Unit Kera (SKPD) yang mengajukan usul
penyusunan,

BAB I
FPRODUK HUKUM DAERAM
Pazal 2

Produl hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan,

Lk



(1

(2]

Pazal 3

Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi ;

a. Peraturan Daerah;

b, Peraturan Bupati;

¢. Peraturan Bersama Kepala Daearah:
Produk hukum daerah yang bersifat penetzpan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliput ;

@ HKeputusan Bupati;
b. Keputusan Bersama Kepala Dasrah:
€. Instruksi Bupati.

BAB Il
MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah vang Bersifat Pengaturan

FPaszal 4

Mekanisme penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahlan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

e

()

(1)

Paszal &

Preduk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk paraturan daecah

dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah. yang selanjutnya disebut
Frolegda.

Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen
perencanaan pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah

yang disusun secara terencana, terpadu dan sistermatis di ingkungan Pemerintah
Kahupaten Bekasi,

F'_rme-gda sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disusun sebiap tahun yang
ditatapkan dengan Keputusan Bupafi

FPasal 6

gimpiﬁan SKPFD sebagai unit pemrakarsa menyusun rancangan produk hukum
2aran.
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(2)

(3)

(4}

(5)

Dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk Tim Antar-SKPD.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai cleh pimpinan SKFD
pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk dan Hepa_la E"_aaglan Hukum
barkedudukan sebagai sekretaris tim dengan anggofa terdiri dari  unsur SKPD
terkait.

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menitikberatkan

pemasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang diatur, jangkauan dan
arah pengaturan.

Pasal 7

Ketua Tim Antar-SKPD melaporkan perkembangan hasil rancangan produk hukum
daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Dasrah untuk memparcleh arahan.

(1)

{2)

(3

(4}

(1)

{2)

12

Pazal &

Kepala SKPD pemrakarsa menyampaikan rancangan produk hukum daerah yang
telah dibahas kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dengan terlebih
dahulu diparaf oleh Kepala SKPD pemrakarsa.

Bagian Hukum melakukan penyempumaan terhadap rancangan produk hukum
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menitikberatkan kepada
harmonisasi konseptual dan teknik perancangan perundan g-undangan,

Dalam hal terdapat perubahan dan/stau penyempumaan rancangan produk
hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepads

SKPD pemrakarsa untuk selanjutnya diparaf kembali oleh Kepala SKFD
pemrakarza,

Rancangan produk hukum daerah yang telah di paraf oleh ¥epala SKPD

pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum selanjutnya disampaikan kepada Bupati
melalul Sekretaris Dasrah.

Fazal ©

Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dandatay pENYEMpLUIMaan

terhadap rancangan produk hukum daerah sehbagaimana dimaksud dalam Pasal
T ayat (4).

Calam hal terdapat perubahan danfatau penyampumaan rancangan produk
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD
pemrakarsa melalul Kepala Bagian Hukum

Hasil penyempurnaan rancangan preduk hukum daerah ssbagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan
pemarafan oleh Kepala SKPD pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum,




Fasal 10

{1} Rancangan produk hukum daerah dalam bentuk rancengan peraluran daerah
selanjutnya disampaikan oleh Bupat kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan.

(2) Rancangan produk hukum daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
selanjutnya ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan

Fasal 11

Dalam hal rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPFRD, pembahazan atas

rancangan peratuaran daserah dimaksud dikoardinasikan oleh Sekrefaris Daerah alau
Pimpinan SKPD sesuai dengan fugas dan fungsinya.

Fazal 12

Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD. baik atas prakarsa
pemerintah maupun atas inisiatif DPRD, dibentuk Tim Asistensi vang diketuai oleh
Sekretaris Daerah dengan sekretariat berada pada Bagian Hulkum.

Pasal 13

Terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD,
maka Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan naskah

rancangan peraturan daerah dimaksud kepada Bupati untuk disabkan menjadi
peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan

Bagian Kedua
Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Bersifat Penstapan

Pasal 14

(1) Kepala SKFD pemrakarsa menyusun rancangan produk hukum daerah yang
bersifat penetapan, sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

{2) Kepala SKPD mengajukan rancangan produk hukum daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalul Kepala Bagian Hukumn dengan
tertebih dahulu di paraf oleh Kepala SKPD pemrakarza,

3} Bagian Hukum melakukan penyempurnaan terhardap rancangan produl hukum
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menitikberatkan kepada

harmonisasi konseptual dan teknik perancangan peraturan perundang-
undangan

{(4) Delem hal terdapat perubahan danfatau penyempumaan rancangan produk

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dikembalikan kepada Kepala SKPD
untuk dilakukan penyempurnaan.

(5} Hasil penyempurmaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada Bupati mealalyi Sekretasis

Daerah setelah dilaskukan pemarafan cleh Kepala SKPD dan Kepala Bagian
Hukum.



Fasal 15

(1) Sekretaris Deerah dapat melakukan perubshan dan‘atay penyempurnaan
terhadap rancangan produk hukum yang bersifat penetapan setelah di paraf olah
Kepala SKPD dan Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat {5). ;

(2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atay penyempurnaan rancangan produk

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dikembalikan kepada Kepala SKPD
pemrakarsa melalui Kepala Bagian Hukum.

{33 Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayatl (2}
selanjutnya setelah dilakukan pemarafan kembali oleh kepala SKPD pemrakarsa

dan Kepala Bagian Hukum. disampaikan kepada Bupali melalyi Sekretaris
Daerah untuk ditandatangani.

Bag v
BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 18

Bentuk  produk hukum daserah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. tercanium

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perdturan Bupati
ini.

BAB WV

PENGUNDANGAN, PENOMORAN, OTENTIFIKAS|, PENGGANDAAN.
PENDISTRIBUSIAN DAN FENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKLIM DAERAH

Bagian Kesatu
Pengundangan
Fasal 17

(1} Produk hukum dalam bentuk peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran
Daerah,

(2) Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama
Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah

(3) Pengundangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Dasrah dengan membubuhkan tanda tangan
pada naskah Lembaran Daarah dan Berita Dasran.

{4) Maskah Lembaran Daerah dan Berita Dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan cleh Kepala Bagian Hukum kepada Sekretarns Daerah.

-4



Bagian Kedua
Penomoran
Pazal 18

(1) Penomoran produk hukum daersh sebagaimana dimallqsud dalam Pasal _3.
Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat
Daerah.

(2} Penomaran produk hukum dasrah yang bersifal pengaturan, Lembaran Daerah
dan Berita Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (1)
menggunakan nomor bulat.

(3) Penomoran produk hukum daerah yang bersifal penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2) menggunakan nomor kade klasifikasi

(4) Dalam hal Peraturan Daersh mempunyal penjelasan dicantumkan nomor
Tambahan Lembaran Daerah.

(8) Momer Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga
Sosialisasi, Otentifikasi Penggandaan, Pendistribusian dan Pendokumentasian
Produk Hukum Daerah

FPasal 19

Sosialisasi produk hukum dilakukan oleh Bagian Hukum atau SKFD pemrakarsa.

Pasal 20

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum dasrak dilakukan
oleh Bagian Hukum dan atay SKPD pemrakarsa

Pasal 21
(1) Produk hukum daerah sebelum  digandakan, didistibusikan  dan
didokumentasikan harus terlebik dahulu dilakukan otentifikasi pada setiap

lembarnya,

(2} Otentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olah Kepala Bagian
Hukum.




BAB Vil
FEMBIAYAAN
Pasal 22

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan ditetagkan kemudian,

Pasal 24
FPeraturan Bupati inl mulal berlaky pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetaluinya, memerintahkan Pengundangan Paraturan ini
dengan Penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Bekasi
Pagatangial 15 Nopemher 2onT

hDiundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.R. HERRY KOESAER| s,
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN =007 NOMOR
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LAMPIRAN Il : PERATURAM BUPATI BEKASI
NOMOR 15 Nopember Z007
TENTANG | MEKAMNISME PENYUSLINAM PRODUK
HUkUM  DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

L Bentuk Naskah Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKAS
NOMOR ...... TAHUN ... ...
TENTANG
(JUDUL PERATURAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

BUPATI BEKASI,
Menimbang : 2 bahwa.. e B S e
b.bahwa ., ... ... .. .. . e g e i
c.danseleruenya 2, A e s i
Mengingat e e e
Dengan Persstujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI
MEMUTUSKAN;

Menotapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG .., ... ... .. (JUDUL PERATURAN
CAERAH)



BAB |
KETEMTUAN LIRLIM

Fazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

BAEB Il
EBagian FPertama
Paragraf 1
Pasal .,
BaB ..,

{(JUDUL BAR)

Fazal ..,

BAB...
KETENTUAN PIDAMA {apabila ada)
BRE ..
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB _..

KETENTUAN PENUTUP
Faszal ...

Peraturan Daerah im mula: berdaku sada tanggal diundangkan,



Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengqundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembarar Daerah Kabupaten Bekas

Disahkan di  Bekasi
pada tangoal

BUPATI BEKASI

{tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAMN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal ... ... ........ ..

SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN BEKAS

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKAS| TAHUN v o NOMOR

I



Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

Disahkan di  Bakasi
pada tanggal

BUPATI BERASI

(tanda tangan)
NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekas!
padatanggal ... ..o,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN .. ... .. NOMCR .. .. . .

NF]



Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dazrah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekas|,

Disahkandl  Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal ... ... ..

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH K BUPATEM BEKASI TAHUN . NOMOR .. ...

1]




Eentuk Maskah Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR ... ... TAHUN ... ...

TENTANG
(JUDUL PERATURAN BUPATI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BEUPATI BEKASI,

Menimbang : a3 bahwa.. .. ... oo ver e
B bahwa o
G. aan EEEEFLIE»I‘I}'E
Mengingat i R s s S e R e e B R L B T
3. dan seterusnva ... ... ... .., ... ...
MEMUTUSKAN
Menetapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG ... ... .. .. (JUDUL PERATURAN
EBUPATI)
BAB |
KETENTUAN UMM
FPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB I
Bagian Pertama

Paragraf 1
Pasal ...




BAB....

Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ...

KETENTUAM PEMUTUF
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaki pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

(tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

Diundangkan di Bekasi
padatanggal ... ... ... ... .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN .., oo Lo NOMOR. L Lo

i




lll.  Bentuk Naskah Peraturan Bersama Kepala Daerah

Bupati/Walifota ..... Bu p#ir’ Bekasi

PERATURAN BERSAMA BUPATI BEKASI
DAN BUPATI/WALIKOTA .. SRR

NOMOR ... ... TAHUN ... ...
NOMOR ... ... TAHUN ... ...
TENTANG
(JUDUL PERATURAN BERSAMA}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EUPAT| BEKAS| DAN
BUPATIWALIKOTA ... ...

MEMBONE & B BaINR L e T T R L R s e
B BRI e e
€, dEN SEBMUSIIVE ... ... . cos tes vee vee vee vee ves ven vre vrs vee e

Mengingat e
2

gL LR L R A S e g P E

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FPERATURAN BUPATI BEKAS] DAN BUPATIANVALIKOTA . .. . ..

TENTANG ... ... ... ... JUDUL PERATURAN BERSAMA)
BAB I

KETENTUAN UMUM

Fazal 1

Dalam Peraturan Bersama <epala Daerah ini yang dimaksud dengan :



BAB Il
Bagian Pertama
Paragraf 1
Pasal ...
BAB ...

Pasal ..

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB ..

KETENTUAMN PENUTUP
Fasal ...

Peraturan Berzama ini mulai barlaku nada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengstahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi dan Berita Daerah
Kabupaten/®ota ... ...... ... ... .

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ... ... ... .

BUPATIMALIKOTA . .. .. BUPATI BEKASI

(tanda tangan) (tanda tangan)

NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT NAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

f]iundangh;an - Clundangkan di  Bekasi
pada tanggal R he e, pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH
BABUPATENKOTA ... . ... KABUPATEN BEKASI

WAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT NAMA JELAS TANPA GELAR DAMN PANGKAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN . AR
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA . ., _ TAHUN .. NOMOR ... ... ..

20



IV. Bentuk Naskah Keputusan Bupati

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

Dist.

Lo

=

Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NONMOR ool i,

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN BUPATI)

EUPATI BEKASI,

bahwa ...
PRI s R e
dan seterusnya ... ... ... .., ...

. dan seterusnya ... ..,

MEMUTUSKAN :

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ...

EUPATI BEKAS]
[tanda tangan)

NAMA JELAS



V. Bentuk Naskah Keputusan Bersama Kepala Daerah

Bupati Bekasi
KEPUTUSAN BERSAMA EUPATI BEKASI

DAN BUPATI/WALIKOTA ..

MOMOR ... i v
HOMOR ... ... ......

TENTANG
{JUDUL KEPUTUSAN BERSAMA)

BUPATI BEKASI DAN
BUPATINWALIKOTA ... ... ... ... ...

Menimbang : a bahwa .. .. .. ................ ..
B PR s e ;
€. dan seterusnya
Mengingat [
3 dan seterusnya . ... . ...
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
D5T
Ditetapkan di Bekazi
padatanggal ... ... ... .. .0
BUPATIAVWALIKOTA .. . ... .. BUPATI BERASI

(tanda tangan) (tanda tangan)

HAMA JELAS

NAMA JELAS
VI

T

-




VIl. Bentuk Naskah Instruksi Bupati

Menimbang

Mengingat

Kepada

Unfuk
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

LT

L3 Ay =

Bupati Bekasi

INSTRUKS| BUPATI BEKASI
NOMOR ... ... TAHUN .., ...

TENTANG

(JUDUL INSTRUKS| BU=ATI)

BUPATI BEKASI,

5 T N PRSI
3 e
dan seterusnya ... ..

MEMNGINSTRUKSIKAN

- «abatan

Jabatan
D=t




KELIMA

KEENAM

Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
mealaporkan hasil pelaksanaanya kepada .. pos

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ... .

BUPATI BEKASI

{tanda tangan)

NAMA JELAS




VIll,  Bentuk Maskah Lembaran Dasrah

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR ... TAHUN .........
TENTANG

(JUDUL PERATURAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,
(Isi Peraturan Daeran)

Dizahkan di Eekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

Tid.

HAMA JELAS TANPA GELAR DAN PAMGKAT
Diundangkan di Bekasi

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KAEBUPATEN BEKASI

{tanda tangan)
MAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGKAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKAS| TAHUN .. NOMOR ...



[, Bentuk Maskah Berita Dasrah

BERITA DAERAH HKABUPATEN BEKASI

PERATURAM BUPATI BEKASUPERATURAN BERSANMA KEFALA DAERAH
NOMOR ... TAHUN ..irien
TENTAMG

(JUDUL PERATURAN BUPATIPERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH)

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASIL,
ilsi Peraturan Bupati®erziuran Bersama Kepala Dasrah)

Disahkan di Bekasi
pada tanggal
BUFATI BEKASI
Tid,

HAMA JELAS TAMPA GELAR DAN PANGRAT
Diundangkan di Bekasi

pada larggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI
(tanda tangan)
HAMA JELAS TANPA GELAR DAN PANGHKAT

BERITA DAERAH KABUPATEM BEKASI TAHUN ... NOMOR ... ..
Ditetapkan di Bekasi
padatanggal 15 Nopember 2007
}/: B I BEKAS] }v

- s S
. ® H saouoni
Caundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS!

H.E. HEREY KOESAERI 3

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUM 2007 NOMCR




